
Dengan begitu masyarakat tidak
mengalami kesulitan mendapatkan
gas bersubsidi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR
RI Sufmi Dasco Ahmad menilai kebi-
jakan larangan pengecer untuk men-
jual elpiji 3 kg terlalu mendadak dite-
rapkan dan tidak tersosialisasikan de-
ngan baik kepada masyarakat, se-
hingga menyebabkan masyarakat ke-
sulitan mendapatkan gas melon
tersebut.

"Kita melihat, penerapan aturan-
nya mendadak, tidak tersosialisas-
ikan, sehingga dampaknya tidak dihi-
tung, kemudian terjadi penumpukan-
penumpukan masyarakat yang perlu
gas," kata Sufmi Dasco usai bertemu
Presiden Prabowo Subianto di Istana

Kepresidenan, kemarin. 
Awalnya, kebijakan penjualan elpiji

3 kg hanya sampai pangkalan itu
diputuskan  Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil
Lahadalia yang bertujuan mengenda-
likan harga jual di masyarakat, se-
hingga tidak ada yang dijual di atas
harga eceran tertinggi.

Menurut Bahlil, munculnya regu-
lasi tersebut dilatarbelakangi oleh la-
poran yang diterima Kementerian ES-
DM terkait penyaluran elpiji 3 kg yang
tidak tepat sasaran, mengingat "gas

melon" tersebut merupakan subsidi
dari pemerintah.

Namun demikian, kebijakan ini
diketahui bukan berasal dari perintah
Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo sendiri telah memanggil dan
memberi arahan kepada Bahlil di
Istana Kepresidenan.

Dasco menilai sejumlah kebijakan
dari kementerian memang bisa ber-
jalan tanpa persetujuan Presiden, na-
mun Presiden dapat melakukan inter-
vensi jika kebijakan itu berdampak lu-
as ke masyarakat.             (Ria/Ant)-d

itu diduga digunakan untuk judi on-
line dan hal-hal lainnya. "Dana
Desa itu disinyalir digunakan oleh
oknum kepala desa, memang eng-
gak banyak, ada beberapa kepala
desa. Itu digunakan untuk judi on-
line. Ada juga digunakan untuk pe-
runtukkan yang tidak jelas," ucap-
nya.

Disampaikan pula, segala
transaksi penggunaan Dana Desa
selama periode Januari-Juni 2024
itu tercatat secara mendetail. "Tadi
kelihatan semua, tanggal berapa
mereka ngambil, ke mana larinya,
berapa jumlah, berapa lama men-
gendap di sini. Jelas sekali,"
katanya.                           (Ant/San)-f

Persoalan kedaulatan (daulah, bahasa Arab,
artinya kekuasaan tertinggi), bagi suatu bangsa
merupakan persoalan asasi. Persoalan kedaula-
tan pasti hadir/meruncing, ketika diusik, digerogoti,
dan diinvasi pihak lain. Bukankah kedaulatan
bangsa itu merupakan fitrah kehidupan?!

Berawal dari seorang laki-laki dan perempuan,
kemudian berjodoh, kawin, berumah-tangga, hing-
ga beranak-cucu. Dalam jumlah banyak, mereka
membentuk masyarakat, bangsa, dan negara.
Masing-masing bangsa dan negara berdaulat atas
wilayah, penduduk, dan segala kekayaannya.

Kepada bangsa Indonesia, Sang Pencipta (Ilahi
Rabbi) telah mengkaruniakan suatu wilayah ne-
gara, berupa: tanah, air, ruang-angkasa, dan serta
kekayaan alam yang terkadung di dalamnya.
Sejak momentum Soempah Pemoeda, 28
Oktober 1928, bangsa Indonesia merupakan sub-
jek hukum atas wilayahnya. Haknya disebut Hak
Bangsa (UUPA, Pasal 1).

Atas dasar Hak Bangsa itu, dalam kerangka
hidup dan kehidupan bernegara, dikonsepkan/di-
adakan Hak Menguasai Negara. Tersurat pada
UUD 1945, Pasal 33 ayat (3): ”bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,
dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Terkait dengan amanah konstitusi itu, maka wa-
jib dicamkan bahwa:

1. Pemerintah tidak identik dengan negara,

melainkan sekadar salah satu unsur keberadaan
negara. Oleh karenanya tidak dibenarkan, rezim
pemerintahan manapun, mengaku sebagai pe-
nguasa tertinggi (apalagi mengklaim sebagai
pemilik) atas wilayah negara.

2. Negara, wajib berbuat sesuatu atas wilayah
negara itu sesuai hukum berlaku (UUPA Pasal 2;
Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003;
Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010; Putusan MK
No. 36/PUU-X/2012) yakni: 1) merumuskan kebi-
jaksanaan (belaid), (2) melakukan pengurusan
(bestuursdaad), (3) melakukan pengaturan (rege-
lendaad), (4) melakukan pengelolaan (beheers-
daad), dan (5) melakukan pengawasan
(toezichthoudendaad). Apapun yang diperbuat/di-
lakukan negara itu, wajib dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hemat saya, Proyek Strategis Nasional (PSN),
semuanya mesti ditinjau ulang berdasarkan kon-
sep Hak menguasai Negara, dan peraturan perun-
dangan di atas. Peninjauan ulang, dipastikan un-
tuk penyelamatan wilayah negara, kesejahteraan
rakyat, dan penindakan tegas terhadap pejabat
(beserta antek-anteknya) yang terlibat.

Terhadap tafsir dan implementasi sesat, yakni
berkiblat kepada investor, taipan, oligarki, dapatlah
diyakini, hal demikian berasal dari orang-orang
fasik, dzalim, dan berjiwa penjajah.

Siapakah mereka itu?
Pertama, manusia hipokrit. Sosok ini, sok mer-

akyat/populis. Dulu, banyak orang lain menyan-
jungnya. Ujungnya, mereka kecewa, marah, kare-
na kecele. Ternyata, kedustaan merupakan
baju/topeng kehidupannya. Sosok-sosok pembo-
hong ini telah dimanfaatkan oleh oligarki untuk me-
nguasai wilayah negeri ini.

Kedua, manusia oportunis. Sosok ini, tak mem-
punyai prinsip kebenaran sebagai dasar pijakan-
nya. Setiap peluang, digunakan untuk keuntungan
diri-sendiri. Sikapnya mencla-mencle, esuk dele,
sore tempe. Bangga berada di zona nyaman. Tak
peduli terhadap nasib bangsanya.

Keberadaan dua golongan di atas, memang,
telah diskenariokan Ilah Rabbi. Dalam jumlah
banyak, ada manusia-manusia yang gemar berbuat
kerusakan, serakah, dzalim, dan ingkar terhadap
norma kehidupan. Mereka bersekutu. Membangun
kekuatan baru. Sungguh, dahsyat dan menakutkan.
Seolah rezim Raja Firían pada zaman jahiliyah.

Namun, bukti empiris-historis tak terbantahkan
bahwa Firíun laknatullah, ditenggelamkan di laut. 

Kisah spiritual-religius itu mesti dijadikan sum-
ber motivasi dan sumber energi, bagi anak bangsa
untuk membangun negeri ini. Rakyat, berada di
belakang Presiden, siap untuk berjihad, memulih-
kan kedaulatan wilayah negeri yang telah
dikapling-kapling, diberikan sertifikat. Yang dipan-
tangkan, dan wajib dibasmi adanya ”negara baru”
di Indonesia tercinta. (Penulis adalah Guru Besar
Fakultas Hukum UGM)-f
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YOGYA (KR) - Makelar pengadaan tanah un-
tuk Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa
Pura I (YAKKAP I), MS (70) warga Sleman dite-
tapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi
(Kejati) DIY. Diduga tersangka bersama pe-
ngurus YAKKAP I mark up harga dalam proses
pengadaan tanah di Sindutan Kulonprogo.
Akibatnya negara mengalami kerugian sekitar
Rp 3.292.925.000.

Aspidsus Kejati DIY Muhammad Anshar
Wahyuddin SH MH mengungkapkan, penetap-
an tersangka ini setelah penyidik menemukan
dua alat bukti. Selanjutnya tersangka dilakukan
penahanan di Lapas Kelas II A Yogyakarta.
"Dengan adanya dua alat bukti itu, penyidik me-
naikkan status saksi menjadi tersangka,"
ungkapnya, Selasa (4/2) sore.

Perkara ini berawal dari arahan dalam
Meeting of Minute tanggal 21 Juli 2016 yang
memberikan rekomendasi kepada Dapera dan
YAKKAP untuk melakukan pembelian tanah di
lokasi sekitar Bandara YIA Yogyakarta.
Kemudian sekitar awal bulan Agustus 2016
Pengurus YAKKAP I melakukan survei untuk

mencari tanah yang strategis. Sekitar bulan
Agustus 2016 pengurus YAKKAP I bertemu de-
ngan tersangka MS dalam rangka melakukan
survei lokasi dan tawar-menawar harga tanah.
Agar seolah-olah harga tanah diperoleh dengan
benar dan wajar maka seolah-olah dilakukan
apraisal oleh KJJP, namun dalam kenyataan pe-

nentuan nilai tanah tersebut atas petunjuk dari
pengurus YAKKAP I setelah melakukan kesepa-
katan harga dengan tersangka MS. "Harga
tanah itu di-mark up. Dimana harga rata-rata
tanah itu Rp 1,2 juta permeter persegi dinaikkan
menjadi Rp 1,4 juta permeter persegi,"
terangnya.

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah terse-
but YAKKAP I telah mengeluarkan uang  Rp
9.385.425.000 yang rencananya digunakan un-
tuk melakukan pengadaan 7 bidang tanah selu-
as sekitar 6.981 m2. Namun dalam kenyataan-
nya tanah yang diperoleh saat ini hanya seluas
5.689 m2.

"Tersangka yang berinisial MS bersama-
sama pengurus YAKKAP pada saat itu telah me-
lakukan pengadaan tanah yang tidak sesuai de-
ngan ketentuan SOP dari YAKKAP I sehingga
berdasarkan hasil audit BPK RI,  adanya kerugi-
an keuangan negara sebesar Rp 3.292.-
925.000. Selain itu, selama dalam proses
penyidikan Jaksa penyidik telah berhasil mela-
kukan penyitaan uang Rp 1.440.000.000," pa-
parnya. (Sni)-d

Begitu pula distribusi elpiji 3 kg bisa disalurkan ke
tangan rakyat yang benar-benar berhak menda-
patkannya," kata Hasan.

Pemerintah sempat menerapkan kebijakan
penjualan elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan, se-
jak 1 Februari 2025. Kebijakan ini diberlakukan
karena harga di tingkat pengecer bervariasi, mu-
lai Rp 22 ribu hingga Rp 25 ribu per tabung, kare-
na pengawasan di pengecer tidak berada di
bawah kewenangan BUMN di bidang minyak dan
gas bumi.

Kebijakan penjualan elpiji hanya melalui
pangkalan itu pun pada akhirnya menuai reaksi
keras dari warga masyarakat. Bahkan, di sejum-
lah pangkalan  menimbulkan antre panjang.  

Menyadari hal itu, Presiden Prabowo Subianto
pun akhirnya menginstruksikan kepada Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil
Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer
berjualan gas elpiji 3 kg, mulai Selasa kemarin.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi
Dasco Ahmad setelah berkomunikasi dengan
Presiden pada Senin (3/2) malam terkait dengan
perubahan pola distribusi gas subsidi 3 kg atau
gas melon. "Setelah komunikasi dengan
Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan
kepada ESDM untuk per hari ini (kemarin), men-
gaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada
untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco kepa-
da wartawan di Kompleks Parlemen, kemarin.

Setelah itu, Kementerian ESDM diminta untuk
memproses administrasi agar pengecer nantinya
dijadikan sebagai sub-pangkalan agar harga elpiji
yang dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal.

Dasco juga menegaskan, kebijakan larangan
pengecer menjual gas elpiji 3 kg tersebut bukan
dari Presiden Prabowo. Untuk itu, Presiden men-
ginstruksikan agar penjualan gas kembali ber-
jalan seperti semula, baik di agen ataupun penge-
cer. Ia menegaskan, stok ketersedian gas elpiji 3
kg tidak langka di pasaran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ES-
DM) Bahlil Lahadalia mengatakan, mulai Selasa
(4/2), Kementerian ESDM bersama Pertamina
sudah melakukan tata kelola memastikan, para
pengecer elpiji 3 kg kini statusnya diubah menjadi
sub-pangkalan, sehingga dapat kembali
berjualan kebutuhan rumah tangga tersebut.

Sub-pangkalan dinilai menjadi solusi untuk
mengatur distribusi elpiji 3 kg bisa dijual dengan
harga yang tepat ke masyarakat sesuai juga de-
ngan pemberian subsidi dari Pemerintah.
Mekanisme ini hadir setelah sebelumnya aturan
mengenai pelarangan pengecer menjual elpiji 3
kg diberlakukan dan penjualan gas tersebut
hanya boleh dilakukan di pangkalan mulai 1
Februari 2025.

Ternyata keputusan tersebut justru membuat
efek penumpukan antrean masyarakat di
berbagai titik karena masyarakat mendatangi

pangkalan-pangkalan gas untuk mendapatkan
pasokan elpiji 3 kg tersebut.

"Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah
memastikan agar subsidi tepat sasaran tetap
jalan, namun masyarakat harus mendapat juga
dengan cara mudah, maka solusi yang kita ban-
gun atas perintah Bapak Presiden adalah penge-
cer semua kita naik kelaskan menjadi sub-
pangkalan," kata Bahlil.

Pengaturan sub-pangkalan diharapkan Bahlil
dapat bekerja untuk mengontrol harga jual LPG 3
kg tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan sig-
nifikan di pasaran.

Pada bagian lain Menteri ESDM Bahlil
Lahadalia meminta maaf karena antrean pembe-
lian elpiji isi 3 kg di wilayah Tangerang Selatan
Banten, menyebabkan korban jiwa. "Kami peme-
rintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi,
karena ini semata-mata kami lakukan untuk pe-
nataan," ujar Bahlil setelah melakukan sidak salah
satu pangkalan di wilayah Palmerah Jakarta.

Bahlil menjelaskan, pemerintah terus melaku-
kan perbaikan kebijakan untuk mencegah situasi
memburuk. Salah satu langkah yang ia tempuh
adalah mengubah status pengecer menjadi sub-
pangkalan, sehingga pengecer dapat menjual
elpiji 3 kg lagi. Bahlil menyadari  pengecer meru-
pakan garda terdepan distribusi yang menghu-
bungkan pangkalan dengan masyarakat luas. 

(Ant/Ful/Ati)-f

WAMENKEU ANGGITO ABIMANYU

Jadi Guru Besar Ekonomi UGM
YOGYA (KR) - Wakil Menteri

Keuangan (Wamenkeu) RI Prof Dr
Anggito Abimanyu MSc diku-
kuhkan sebagai Guru Besar
Bidang Ekonomi pada Depar-
temen Ekonomika dan Bisnis,
Sekolah Vokasi Universitas
Gadjah Mada di Balai Senat UGM,
Selasa (4/2). Dalam upacara pen-
gukuhannya, Anggito menyam-
paikan pidato berjudul 'Ekonomi
Syariah sebagai Bentuk Kepatuh-
an, Cara Hidup dan Aktivitas
Bisnis yang Membawa Manfaat'.

Pidato itu berangkat dari kisah
penelusuran dan pencarian
khasanah ilmu dan kemanfaatan
ekonomi syariah di Indonesia.
"Ekonomi syariah adalah cabang
ilmu ekonomi yang mengikuti
hukum atau prinsip syariah Islam.
Para pengikut ekonomi syariah
menjalankannya dengan alasan
kepatuhan atau kewajiban Agama
Islam, seperti halal, maslahat dan
tidak riba. Ada lagi yang berangga-
pan ekonomi syariah adalah cara
hidup berbagi, bersih dan sehat,"

ujarnya.
Anggito menyampaikan, dalam

rumpun ekonomi makro yang
membahas tentang kebijakan dan
regulasi, ekonomi syariah adalah
cabang ilmu yang semakin relevan
dipelajari sebagai gugus teori.
Para peminatnya bukan hanya
para mahasiswa Muslim, melain-
kan juga dari non-Muslim. Menje-
lang akhir Abad ke-20 dan di awal
Abad ke-21, semua bisa menyak-
sikan negara-negara Barat seperti
Amerika Serikat dan Inggris men-

dorong perkembangan Pusat
Keuangan Islam (Islamic Financial
Hub). "Kampus-kampus Barat
yang memiliki Pusat Studi Ekono-
mi Islam pun bermunculan," kata-
nya.

Di Indonesia, disebutnya, se-
jarah ekonomi syariah, khususnya
perbankan syariah tersemai awal-
nya melalui deregulasi perbankan
pada 1983. Sejak itu Bank Indo-
nesia memberikan keleluasaan
kepada 6 bank untuk menetapkan
suku bunga, serta memper-
bolehkan sistem bagi hasil dalam
perkreditan. "Deregulasi ini meru-
pakan konsep awal dari per-
bankan syariah di Indonesia," je-
lasnya.

Anggito pernah menjabat Ke-
pala Badan Pengelola Keuangan
Haji (BPKH) 2017-2022, Komi-
saris BRI Syariah 2015-2017,
Chief Economist BRI 2014-2017,
Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Kemenkeu 2003-2010 dan Staf
Ahli Menteri Keuangan 1999-
2003.                                      (Dev)-f

KR-Humas UGM
Anggito Abimanyu 

Pemimpin Redaksi KR Dr Octo Lampito dan
Wapemred Ahmad Luthfie MA.  

Menurut Budiman, agar SDM unggul ini mau tetap
tinggal di Yogyakarta dan mengembangkan industri
teknologi di sini, perlu dibuat klaster-klaster industri
teknologi digital di DIY, yang percepatan uangnya sa-
ngat luar biasa. Selain itu juga perlu dibangun
klaster-klaster industri lain yang bisa memaksimalkan
kecerdasan manusianya untuk terus berinovasi,
seperti industri ekonomi kreatif, industri pangan dan
industri pendidikan.

"Jadi kalau ditanya, lalu apa yang mesti dilakukan,
ya bagaimana membuat orang-orang pintarnya mau
cari uang, bekerja dan berinovasi teknologi di Yogya,
sehingga industri teknologi di DIY berkembang pe-
sat," katanya.

Oleh karena itu, Budiman Sudjatmiko meminta
kepala daerah (gubernur, bupati, walikota se-DIY) be-
rani mulai berpikir inovatif untuk menggerakkan in-
dustri teknologi digital di masing-masing
kabupaten/kota dan menciptakan ekosistem guna
pengembangan technopreneurship di DIY. Begitu pu-
la kampus-kampus di DIY mesti menciptakan usaha-

usaha kreatif yang lahir dari kampus. Tak ketinggalan,
media-media di DIY seperti KR bisa berperan dengan
cara memberikan informasi-informasi kepada masya-
rakat terkait technopreneurship untuk mendukung
ekosistem ini.

"Upaya konkrit yang bisa dilakukan PT BP KR
salah satunya dengan menggelar Focus Group
Discussion (FGD) dengan menghadirkan pihak-pihak
terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Digital,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains dan Teknologi, para bupati dan walikota
serta akademisi dari perguruan tinggi untuk memba-
has tantangan dan peluang ini," ujarnya.

Dirut PT BP KR, Drs HM Idham Samawi sependa-
pat dengan Budiman Sudjatmiko dan siap berkolabo-
rasi dalam rangka memajukan DIY sesuai tagline KR
'Migunani Tumraping Liyan'. Menurut Idham, komit-
men KR untuk pemajuan daerah, bangsa dan negara
sudah tidak diragukan lagi sejak era kemerdekaan.
"KR siap menjadi yang terdepan dalam memajukan
DIY, dan siap menjadi jembatan terbangunnya kolab-
orasi berbagai pihak untuk kemajuan DIY, bangsa
dan negara," katanya. (Dev)-f
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penerbitan sertipikat dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang yang telah diserahkan
oleh Kementerian ATR/BPN. "Karena ini terkait
kasus pemalsuan, kita akan mengecek (SHGB
dan SHM-red) ke laboratorium forensik (labfor)
dahulu. Setelah labfor, tentu saja dengan saksi-
saksi yang sudah ada, sudah kita terima, tentu
saja nanti akan kita gelarkan kembali bagaimana

ini," bebernya.
Terkait siapa saja pihak yang akan dipanggil

dalam kasus ini, jenderal bintang satu itu belum
bisa membeberkan karena baru pada tahap aw-
al penyidikan. "Kita cari dulu dalam proses
penyidikan karena sebelum kita menentukan ter-
sangka dan lain sebagainya, kita tetap
mengedepankan praduga tak bersalah. Akan

tetapi, pada prinsipnya, kita sudah mempersiap-
kan untuk penyidikan lebih lanjut,' tegansya.

Djuhandhani juga memastikan bahwa
penyidikan kasus ini akan berjalan secara
transparan. "Kami akan melaksanakan peny-
idikan secara transparan dan kami yakin bahwa
kami akan menumpaskan perkara ini secara tun-
tas dan gamblang," pungkasnya.               (Ful)-d

KR-Saifullah Nur Ichwan
Tersangka saat digelandang menuju mobil
tahanan untuk dibawa ke Lapas kelas II A
Yogyakarta.


